
 
 

PERATURAN MENTERI PERTANIAN 
NOMOR 75/Permentan/OT.140/12/2012 
 

TENTANG 
 

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN 
SERTIFIKASI KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA HORTIKULTURA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI PERTANIAN, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan hortikultura belum didukung 

dengan keahlian dan keterampilan sumber daya manusia 
hortikultura sehingga belum memenuhi standar kompetensi; 

b. bahwa untuk memperoleh sumber daya manusia hortikultura yang 
baik dan memenuhi standar kompetensi yang diharapkan, perlu 
diselenggarakan pendidikan dan pelatihan, dan sertifikasi 
kompetensi secara sistematis dan mengikuti kaidah-kaidah yang 
baik; 

 c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, dan untuk menindaklanjuti amanat Pasal 13 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura 
perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, dan Sertifikasi 
Kompetensi Sumber Daya Manusia Hortikultura; 

 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), juncto Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 

2.    Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 

3.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437); 

4.    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura 
(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5170);  



5.    Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang 
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4019); 

6.    Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem 
Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 
67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4637);  

7.    Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; 

8.    Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan 
dan Organisasi Kementerian Negara; 

9.    Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, 
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 

10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/ PD.310/9/2007 
tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal 
Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat 
Jenderal Hortikultura juncto Keputusan Menteri Pertanian 
Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Perubahan Lampiran 
I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2007 
tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal 
Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat 
Jenderal Hortikultura; 

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ 
OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Pertanian; 

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/ 
OT.140/9/2011 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan 
Pertanian Aparatur dan Non Aparatur; 

13. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 
KEP.08/MEN/I/2011 tentang Penetapan Standar Kompetensi 
Kerja Nasional Indonesia Sektor Pertanian Bidang Pengendalian 
Organisme Pengganggu Tumbuhan; 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN 
SERTIFIKASI KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA 
HORTIKULTURA. 

 
Pasal 1 

 
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, dan Sertifikasi Kompetensi Sumber 
Daya Manusia Hortikultura seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan ini. 



Pasal 2 
 

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, dan Sertifikasi Kompetensi Sumber 
Daya Manusia Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar 
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia 
hortikultura.  
 

Pasal 3 
 

(1) Standar Kompetensi Kerja Sumber Daya Manusia Hortikultura lebih lanjut ditetapkan 
oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian 
atas nama Menteri Pertanian. 

(2) Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dalam 
menetapkan Standar Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
berdasarkan pertimbangan dari Tim Penyusun Standar Kompetensi Kerja. 

(3) Tim Penyusun Standar Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dibentuk dengan Peraturan tersendiri dengan susunan keanggotaan paling kurang 
berasal dari unsur Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Pertanian, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penelitian dan Pengembangan 
Pertanian. 

(4) Standar Kompetensi Kerja Sumber Daya Manusia Hortikultura sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 
selanjutnya untuk dibakukan dan ditetapkan sebagai Standar Kompetensi Kerja 
Nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 4 
 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini 
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 
 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 20 Desember 2012                 

MENTERI PERTANIAN, 
 
                ttd. 
        
         SUSWONO 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 28 Desember 2012 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
         ttd. 
 
AMIR SYAMSUDIN  
 
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1353 
 


